
66 
 

   BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan Hasil Penelitian maka Peneliti melihat berdasarkan Teori dalam hal ini 

Badan Permusyawaratan Desa Sekon  merupakan mitra kerja permerintah Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sekon. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan 

Desa Sekon selalu mengawasi Pemerintah Desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

Pembangunan di Desa Sekon. 

1.  Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa untuk Pembangunan Desa 

Kepala Desa Sekon menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan 

Peraturan Desa Sekon . Kepala Desa berwenang mengajukan rancangan dan 

menetapkan Peraturan Desa, sedang BPD berhak mengajukan usul rancangan 

Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa Sekon (BPD) bersama Kepala Desa 

kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. UU Desa 

mengamanatkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada 

masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap 

Rancangan Peraturan Desa Sekon. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekon (APBDes), pungutan, tata ruang, dan 

organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota 

sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 
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2. Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa dalam hal ini usulan 

Pembangunan Desa. 

 Badan Permusyawaratan Desa Sekon mempunyai fungsi untuk Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat atau Penyambung lidah Rakyat kepada 

Pemerintah Desa Sekon.   

 

3. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan 

Pengawasan Kinerja Kepala Desa Sekon Oleh Badan Permusyawaratan Desa 

Sekon dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan 

Pengawasan dilakukan secara terbuka,jujur objektif, dan dalam hubungan kerja 

yang harmonis serta semangat untuk tata kelola pelayanan bagi masyarakat dengan 

baik. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan Pemerintah Desa Sekon 

diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya baik dengan  agar tidak 

terjadi kesalahpahaman anatara kedua pihak tersebut. 

2. Bagi Ketua BPD seharusnya menegaskan  untuk anggotanya yang jarang 

aktif dalam struktur BPD sehingga kerja dari BPD bisa akurat dan efesien. 

3. Seharusnya masyarakat juga perlu menghimbau BPD dan pemerintah Desa 

Sekon Sehingga BPD dan pemerintah desa saling kerja sama untuk 

penyelenggaraan pemerintah yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat 

dapat ditingkatkan dengan maksimal. 
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